SALINAN|

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROMOSI INVESTASI DAERAH PROVINSI
_ KALIMANTAN BARAT .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
’ “GUBERNUR nummm BARAT,

Menimbang ¢ bahwa untuk me!aksanakan kegentuan pasal 20 ayat (6)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penanamar -
Modal .di- Provinsi- Kalimantan . Barat, - perlu menetapkan
* Peraturon. Gubermur tentang Pecoman’ Pelsksanaan Promosi
Investasi Daerah Provins! Kalimantan Barat;

Mengingat ' 1. Undang-Undang = Nomor . 25 Tahun 1956 Tentang
‘Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
" Barat, “Kalmantan Sefatan dan. .Kahimantan Timur
(Lembaran Negara Repudlik Indonesta Tahun 1956 Nemor
65, Tambzhan. Lemberan Negara Repubﬂk lndcﬁ:m N
. Nomor 1108); . -
L2 Undangvu_ndang Nomor - 32 " Tahun 2004 Tentang
" ‘Pemerintahan Daerah’ sebagaimana teleh beberapa kall
- diubah, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomcr 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintatan
~ Dzerah {Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun
2008 ‘Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtk
Indonesia Nomor 4844);

‘Uncang-Uncarg  Nomor 25 Tahun 2007 Tenta"lg
| Perznaman Moda! (tembaran Megarz: Repubh % Indoncom |
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negare

‘Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 2008 Temang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomer 4846);

5. ‘Uﬂaang-Undang ‘Nomor 25 Tshun 2009 Tentang
" Ppelayanan Publik [Lembafan Negara Republik Indonesia

w
A



1.

?‘-.

4

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang ~ NOmo® 17 Tahun 2011 Tertang
pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
negara  Republik {ndonesia Tahun 2011 Nomor BZ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); . : ' '

peraturan Pemerintah Namor 44 Tahun 1997 Temang
Kermitraan (Lembaran Negara Repubiik Indoresia Tahun

1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Repubilk

 Indonesia Nomor 3718); -

Pesaturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tertang

pedoman  Penyusunan  Standar Pelayanan  Minimal

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

)50, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia
 Nomor 4585); L |

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
‘Pembagian  Urusan Pemerintahan - antara “pemerintah,

 pemerintahan Daerah Provirs) dan Pemerintanan Daeran
. Kabupaten/Kota (Lembarsn Negara Reputiik. . Indonesia

i 'Tﬁhqﬁ. 2007 Nomor 82, Tambghan Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 4737,
peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang

Investasi  Pemerintah  {Lembaran ‘Negara - Repuohk
indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran

 Megara Republik Indanesia Nomor 4812);

11 Peraturan Daerah Nomor ¢ Tahun 2008 Tentang Urusan:

pemerintahan  Yang Menfadi  Kewenangan . Provinst

 Kafimantan Barat (Lembaran. Daerah Provinsi Kalimantan
garat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daesah
provinsi Kalimantan Barat Nomor 8); '

12.

Peraturan . Daerah Nomor ‘1 Tahun 2011 Tentang
penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran. )
Daerah Provinst Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2.

 Tambahan Lembaran Daeran Provinst Kalmantan Bardt
- Nomor 2). ' e



MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG  PEDOMAN
PELAKSANAAN  PROMOSI  INVESTAST DMRAH
PROVINSI KM.IHANTA" W‘!‘ ' o

v Pasal 1 -
Datarn Peraturan Gubernur inl, yang dimaksud dmgan :
1. Daerah adalah Provins! Kalimantan Barat.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provins! Kalimantan Barat.
3. Satuan Kerje Perangkat Daerah, yang - saianztm'w ﬁiﬁlﬁg&@‘t S?;Pﬂ msan :
Satuan Kerja P‘emngkat Daefah ?m&'insi Kzz%imnmn Barat B
4. Badan Penanaman Modaf dan Pelayanan mfpadu 5&&; Pintu, ymg selarjuinya

disingkat BPMPTSP adalah Badan men:aman Mwat dan. Pebmman Te:paﬁu
Satu Pintw Provinst m&mman m . .

5. Promosi adaiah gerkemian {dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan
sebagainya), atay. seﬂagat usa?sa mm:k mmjmn mmut atau s&ﬁagm
kegiatan komuniiast untuk meningiatic .f' mixmxe perfuaian dengan pamera
perixianan, demonsiras), dan usaha iam yang persifat persuasif, '

&. Promesi an aﬁaﬁhmﬁa .unnﬁ;memg%ma&kaa p@mﬁ_.m& sextor
primer. } B . v o s

7. Promost Sek?Jﬂdaf am!ah waha wmfk nmwkenaimm mm daerah g
sekinr sekunder. _

8, Promosi Terser mmh mmm me unmk mmperkemi@m Mﬁﬁiﬁ daerab
czsektoftm&r e et T e _

9. Investasi Waﬁ zzenanamn zmg atan mdai - suatu mnma‘xaan atay.
proyek urtuk tujuan Wmmmm& mmmgm

10.Anggaran Penlapatan Belanje Daersh, yang selanjutnyd disingkat’ APBD
adaizh angoaren yang nefaﬁa pada SKPQ b }a}amn ﬁ*m@ﬁmah Proving
¥alimartan Barat. ‘ . , .

Pasas 2
Makoud ditetapkareys Peraturan Gubernur inl atm&ah sebagal acuan ataw
pedoman bagl Sstuan XKerja Perangkat Deerah, dunia usaha dan pihak-pihak
berkepentingan dalam melaksanakan promosi investasi Provinst Kalimantan Barat.



~ Pasal3
Tujuan dart Peratucan Gubernur Int adalah :

a. Penguatan pencitraan daerah (image buliding) sebagal daerah tujuan investast
yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penianarman modal '
dan menyusun rencana rmaas: penditraan dzerah (image bwfdlng} lokasi
investas:

b. Pengembangan strategi promosi ymg tebm fums (targetted mman},,
terarah dan inovatf;,

€. Pelaksanaan kegiatar pmmmsi di dalam neqeri dan. iuar negeri dalam 'arrgka '
pencapaian target tsmstasz yang tﬁah d}mtapkm L

d. Peningkatan peran  koordinasi pmmosi :mms& de,agan WW”‘ :
kementerianflembaga terkait di pusat dan daetah

e Penguatan peran fasilitast kegiafen —promosi - secars pro  akuf uﬂsz
mmansfmmasa mma». inmsfw nm)am realisast. irmastas,i '

Pasai 4

Ruang Ungkup Pergmran Gwe*mar ;m aﬂaiah m&wﬂ campanf nemuk Gim tata
Larapmassmvéﬁtaﬂ g S _ R e

A Pasat S .
Cakupan . promosi mwestam ebagaimana  dimaksud d:a%am Pasat 4 meliputi
promosi investas semw sektor usaha balk sekior ;xﬁrmaf, sektor sekunder,
mAUDUN SBKIDT tergier, yamg Mr@aﬁrmﬂ m wlam negem mau;zua {5 haar
PEGETT, : S

~ Pasal 6
Bertuk promosi mvestaﬁ: sebagaim;ana afmakm# ﬁdiam Pasa;! f& adatan aempa
kegiatan, antara lair © e C e e
a. Parmeran/Expo. R
Temae«snismwwm@mng} g
c. Seminar, :
¢. Workshop,
e. Forum Bisnis {Busimess Forum). |
f. Promosi melaiul media (cetak don/atau elektranik).



g. Bentuk-bentuk lain yang sejenis

da_n.iatau yang bertujuan sama untuk promaosi
investas:, o AR -

Paam 7

{(1}Tata cara promost investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meﬁnun :
penyelenggaraan promosi  investasi yang dilaksanakan oleh BPMPTSP,
bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga Pemenintah Republik Indonesia,

dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provins!. Kalimantan Barat, daryatau
bekerjasama dengan pihak fain.

{2)Penyelenggaraan promosi investasi 'wbagaémﬂa_.zﬁmaksud pada ayat {1)
dildkukan sesuai gengan agenda promost yang ditetapkan melalui Keputusan

Gubernur, ganjatau dapat juga dikukan i luar agenda promosi ﬁengm '_ |

memperhatikan wgens& dan m;ai st:amgis dan xggsatan g:emms: dinwmm

Pasal 8

{z;mm&nya waktu ueleksanaan promos! mvestas yang dilaksangkan dalam
bentuk pamersryexpo adalel sama. dengan wakly. penwtenggaman kag&amn
sesual bentuk keglatan g:«rwmsa yaﬂg &Hakukan amfatau dﬁkut:;

{2}lamanya wakly wm@asa, _ ap&ramr asaiam m&amﬂmn &eg:ataar, _
pameran/expo dimulat satu hm %ﬁemm penyelenggaraan keglatan sampal

dengan satu m:z smﬁah pm%maman Kegim;an g'imq ﬁiiakum {iaﬂ,*ataa
dithasts,

%sai 9

Bahan promosi distesun m'ﬂawkan pﬂ!m investasi yang aséa di naerah, antara
in dalam bentuk. Buku, Emwn Lwﬁe* daﬁlat;au mgom yang mmuat petemx '
Trestasi, serty sammé pmciwk =

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan keglatan promosi investasi, baik di dalam
Maupun 4 luar regeri, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) ?mwns: m«mntan Bamt pada masmg masmg SKPQ '



O

Pasal 1.
Peraturan Gubernur it mulai berlaku pada tanggal drundangkar,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur it dengan penempatannya dalam Berita Daerah Proving Kalimantan
Barat. ,

Ditetapkan di Pontianax
Poda tanggal & teoaxmbes U

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
CORNELIF

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal  : 'wp

SEKRETARIS DAERAH PROVINST
KALIMANTAN BARAT,

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR .ié..




